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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kebijakan hukum pemerintah 

dalam mengatasi anak-anak terlantar dan 

bagaimana penerapan kebijakan hukum 

pemerintah dalam mengatasi anak-anak 

terlantar. Dengan menggunakan metode 

penelitian normatif, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 1. Setiap anak berhak atas 

pemenuhan hak dan kewajibannya. Negara 

menjamin hak dan kewajiban setiap warga 

negaranya sesuai dalam Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945, Pemerintah 

dalam hal penjaminan hak setiap Anak 

Indonesia yang sebagai Masa depan bangsa 

ini kedepan, dengan mengeluarkan berbagai 

macam Peraturan Perundang-undangan 

untuk memberikan Kepastian Hukum 

terhadap seluruh Anak Indonesia. Pemerintah 

juga menyediakan lembaga dan instansi yang 

khususnya melindungi anak, diantaranya 

KPAI, LPSK, Dinas Sosial dan lain 

sebagainya. 2. Perlindungan Hukum terhadap 

Anak Jalanan merupakan salah satu 

Tanggung jawab Negara dengan langkah 

Melaksanakan Realisasi terhadap aturan 

yang telah diberlakukan di Indonesia dengan 

cara, penjaminan akan keberlangsungan 

hidup Anak Jalanan/Terlantar melalui 

pemberian sarana dan prasarana terhadap 

lembaga perlindungan anak, mulai dari 

Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial 
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serta Edukasi yang menjadi stimulus 

pendorong bagi setiap Anak di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia saat ini mengalami 

pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat ini 

menimbulkan beberapa permasalahan besar 

di bidang sosial, budaya, ekonomi dan di 

bidang-bidang lainnya.5 Salah satu 

permasalahan sosial yang sering terjadi di 

kota-kota besar adalah permasalahan 

meningkatnya jumlah anak terlantar yang 

keberadaannya seharusnya dipelihara dan 

diberikan perlindungan oleh negara sesuai 

dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin 

dan anak terlantar dipelihara oleh negara.6 

Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom 

dan pelindung serta harus bertanggung jawab 

langsung dalam penanganan dan pembinaan 

terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada 

dasarnya merupakan hak konstitusional bagi 

seluruh warga miskin dan anak-anak yang 

terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai 

subyek hak asasi yang seharusnya dijamin 

pemenuhannya oleh Negara. 

Anak terlantar identik dengan 

kemiskinan sehingga bertambahnya populasi 

mereka dapat menjadi indikator 

bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan 

memunculkan gelandangan dan pengemis 

(gepeng), mereka menjadikan tempat apapun 

sebagai arena hidup termasuk pasar, kolong 

jembatan, trotoar ataupun ruang terbuka yang 

ada. 

5 Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka 

Setia, Bandung 1999, Hlm.247. 
6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Hlm 6. 
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Berdasarkan pemberitaan media 

massa dilansir dari Berita Antara, pemerintah 

akan terus fokus membantu para manusia 

lanjut usia (lansia) dan fakir miskin serta 

anak terlantar di Kota Manado, Provinsi 

Sulawesi Utara (Sulut) di tahun 2024 ini. 

"Tahun 2023, program ini telah berjalan dan 

akan dilanjutkan di tahun 2024," kata Wali 

Kota Manado Andrei Angouw, di Manado, 

Kamis.7 Yang mana pada Tahun 2021 

“Ranperda tentang fakir miskin dan anak 

terlantar telah sah menjadi perda lewat rapat 

paripurna DPRD Sulut yang digelar pada 

Tanggal 18 Mei 2021”8. Dapat disaksikan 

hinggga pada saat ini Masih banyak anak 

telantar putus sekolah yang terus berkeliaran 

di Kota Manado khususnya pada kecamatan 

Tuminting mulai dari pengamen, mengemis, 

hingga anak dibawah umur harus bekerja 

berjualan keliling, bahkan mengais 

rongsokan di TPA Sumompo untuk dijual. 

Persoalan anak terlantar bukan 

semata tanggung jawab pemerintah, tetapi 

masyarakat, baik secara individu maupun 

kelompok memiliki kewajiban moral untuk 

peduli dan berperan serta dalam 

mengentaskan anak-anak terlantar sesuai 

dengan kemampuan masing-masing. Namun 

dilihat dari sisi keberadaan 

penguasa/pemerintah sebagai pengatur 

urusan masyarakat yang berfungsi sebagai 

pelindung, maka porsi tanggungjawab 

pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh 

lebih strategis dalam penanganan anak 

terlantar. Terlebih, persoalan anak terlantar 

bukan hanya menyangkut persoalan sosial 

semata, melainkan terkait dengan persoalan 

lainnya secara sistemik, seperti persoalan 

ekonomi (kemiskinan beserta 

penanganannya), kebijakan politik (political 

will), kebijakan budaya, pendidikan, hukum 

dan lain-lain. 

 
7Pemerintah fokus bantu lansia dan fakir miskin di 

Manado - ANTARA News Sulawesi Utara 

Permasalahan mengenai anak 

terlantar bukan hanya merupakan tanggung 

jawab bagi pemerintah, tetapi juga 

merupakan tanggung jawab masyarakat 

secara keseluruhan untuk mengentaskan 

anak-anak terlantar sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Namun bila 

dilihat dari sisi keberadaan pemerintah 

sebagai pengatur urusan masyarakat yang 

juga berfungsi sebagai pelindung seluruh 

warga negara, porsi tanggungjawab yang 

diemban pemerintah dalam pemeliharaan dan 

penanganan anak terlantar tentu menjadi jauh 

lebih besar. Terlebih lagi permasalahan anak 

terlantar tidak hanya menyangkut 

permasalahan sosial semata, melainkan juga 

terkait dengan persoalan-persoalan di bidang 

kehidupan lainnya secara sistemik, oleh 

karena itu Penulis melakukan Penelitian 

Skripi dengan Judul “Tinjauan Hukum 

Terhadap Upaya Pemerintah Dalam 

Mengatasi Anak-Anak Terlantar (Studi 

Kasus Implementasi Kebijakan Dan 

Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak 

Anak Di Kecamatan Tuminting)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kebijakan hukum 

Pemerintah dalam Mengatasi Anak-

anak Terlantar? 

2. Bagaimana Penerapan Kebijakan 

Hukum Pemerintah dalam mengatasi 

Anak-anak terlantar ? 

 

C. Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian hukum yang 

digunakan dalam penyusunan penulisan ini 

penulis menggunakan penelitian yuridis 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan 

(library research). Penelitian yuridis 

normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai suatu norma yang berlaku. Norma 

yang berlaku berupa norma atau kaidah 

8 Kinerja Braien Waworuntu Sukses Tuntaskan Perda 

Fakir Miskin dan Anak Terlantar | 

newposkomanado.id 

https://manado.antaranews.com/berita/243120/pemerintah-fokus-bantu-lansia-dan-fakir-miskin-di-manado
https://manado.antaranews.com/berita/243120/pemerintah-fokus-bantu-lansia-dan-fakir-miskin-di-manado
https://newposkomanado.id/2023/12/22/kinerja-braien-waworuntu-sukses-tuntaskan-perda-fakir-miskin-dan-anak-terlantar/
https://newposkomanado.id/2023/12/22/kinerja-braien-waworuntu-sukses-tuntaskan-perda-fakir-miskin-dan-anak-terlantar/
https://newposkomanado.id/2023/12/22/kinerja-braien-waworuntu-sukses-tuntaskan-perda-fakir-miskin-dan-anak-terlantar/
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hukum positif tertulis bentukan lembaga 

perundang-undangan, kodifikasi, undang-

undang, peraturan pemerintah dan 

sebagainya. 

 

PEMBAHASAN 

A.  Kebijakan Hukum Pemerintah dalam 

Mengatasi Anak-anak Terlantar 

Setiap anak berhak atas pemenuhan hak 

dan kewajibannya. Negara menjamin hak dan 

kewajiban setiap warga negaranya sesuai 

dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 pada pasal 34 ayat (1) yang 

berbunyi “fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara”. 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa negara 

bertugas sebagia pengayom dan pelindung 

serta bertanggung jawab penuh dalam 

penanganan, pembinaan, dan pemenuhan 

terhadap anak-anak terlantar.9 

 

1. Jenis Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum terhadap 

anak dibedakan menjadi dua bagian, 

yakni perlindungan anak yang 

bersifat yuridis dan perlindungan 

anak yang bersifat non yuridis. 

Adapun penjelasannya sebagai 

berikut : 10 

1) Perlindungan hukum anak secara 

yuridis merupakan perlindungan 

yang didalamnya terdapat bidang 

hukum publik atau bidang hukum 

privat (keperdataan).  

2) Perlindungan hukum anak secara 

non yuridis merupakan perlindungan 

hukum yang didalamnya terdapat hal-

hal yang berkaitan dengan aspek 

sosial, aspek kesehatan, dan aspek 

Pendidikan. 

 
9 Sukadi, Imam, “Tanggung Jawab Negara Terhadap 

Anak-Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi 

Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, De 

Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.05 No.02, 2013, 

Hlm. 118. 

 

a. Karakteristik Perlindungan 

Hukum 

Arif Gosita berpendapat 

bahwa perlindungan anak 

berhubungan dengan beberapa 

hal yang harus diperhatikan, 

antara lain sebagai berikut : 11 

1)  Luas lingkup perlindungan, 

terdiri dari: a) Perlindungan 

pokok yang meliputi sandang, 

pangan, papan, pemukiman, 

pendidikan, kesehatan dan 

hukum b) Hal-hal yang bersifat 

jasmaniah dan rohaniah c) Hal-

hal yang mengenai 

penggolongan keperluan primer 

dan sekunder yang berakibat 

pada prioritas pemenuhannya. 

2)  Jaminan pelaksanaan 

perlindungan, terdiri dari: a) 

Sebaiknya untuk mencapai hasil 

yang maksimal perlu adajaminan 

terhadap pelaksanaan kegiatan 

perlindungan ini, yang dapat 

diketahui dan dirasakan oleh 

pihak-pihak yang terlibat dalam 

kegiatan perlindungan b) 

Sebaiknya jaminan perlindungan 

ini, dituangkan dalam peraturan 

tertulis baik dalam bentuk 

undang-undang atau peraturan 

daerah yang sederhana 

perumusannya tetapi dapat 

dipertanggungjawabkan serta 

secara merata disebarluaskan 

dalam ruang lingkup kehidupan 

masyarakat c) Pengaturan yang 

dibuat harus menyesuaikan 

dengan kondisi dan situasi di 

Indonesia tanpa mengabaikan 

10 Erdianti, Ratri Novita, “Hukum Perlindungan Anak 

Di Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Malang, 

Malang, 2020, Hlm.9. 
11 Ibid. 
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cara-caraperlindungan yang 

dilakukan di negara lain yang 

patut dipertimbangkan. 

 

b. Landasan Perlindungan Hukum 

Anak di Indonesia 

Dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap 

anak, terdapat landasan yang 

menjadi dasar pelaksanaan 

perlindungan anak, antara lain : 12 

1)  Dasar Filosofis Pancasila 

merupakan landasan dalam 

berbagai kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta dasar filosofis 

dlam pelaksanaan perlindungan 

anak. Pendekatan kesejahteraan 

sebagai dasar filosofis 

perlindungan dan pemenuhan hak-

hak anak. Anak mempunyai 

eksistensi sebagai manusia yang 

meruapkan totalitas kehidupan dan 

kemanusiaan  

2)  Dasar Etis Pelaksanaan 

perlindungan anak harus sesuai 

dengan etika profesi yang 

berkaitan untuk mencegah 

perilaku menyimpang dalam 

pelaksanaan kewenangan, 

kekuasaan dan kekuatan  

3)  Dasar Yuridis Pelaksanaan 

perlindungan anak harus 

didasarkan pada Undang-Undang 

Dasar 1945 dan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. Penerapan dasar yuridis 

ini harus dilakukan secara 

intergratif yaitu penerapan terpadu 

yang menyangkut peraturan 

perundang-undangan dari berbagai 

bidang hukum yang berkaitan. 

 

 
12 Ibid. 

B. Penerapan Kebijakan Hukum 

Pemerintah dalam Mengatasi Anak-

Anak Terlantar 

1. Membangun Good Governance 

Untuk Mewujudkan Perlindungan 

Hak Anak 

Dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak 

terlantar pemerintah juga harus 

melakukan tindakan preventif atau 

pencegahan terhadap anak agar tidak 

menjadi anak terlantar, pencegahan 

ini harus berbentuk perlindungan 

kepada anak yang dilakukan terhadap 

pemerintah. Kewajiban dan tanggung 

jawab Negara dan Pemerintah dalam 

usaha perlindungan anak diatur dalam 

UU No 35 Tahun 2014 pasal 21 

sampai 24 jika di rangkum ialah : 

1. Dalam UU diatas tentang 

kewajiban Negara, pemerintah dalam 

memberikan perlindungan terhadap 

anak ialah Negara, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban dan 

bertanggung jawab menghormati 

pemenuhan Hak Anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras, 

golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya dan bahasa, status hukum, 

urutan kelahiran, dan kondisi fisik 

dan/atau mental serta memiliki 

tanggung jawab untuk mendukung 

kebijakan nasional dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak.  

2. Negara, pemerintah dan 

pemerintah daerah memiliki 

kewajiban dalam memberikan sarana 

dan prasarana dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak.  

3. Negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah wajib memberikan 

jaminan perlindungan, pemeliharaan 

dan kesejahteraan anak serta 
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memberikan pengawasan dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak  

4. Negara, pemerintah dan 

pemerintah daerah memiliki 

kewajiban untuk menjamin anak 

dalam mempergunakan haknya untuk 

menyampaikan pendapat sesuai 

tingkat kecerdasan anak dan usianya. 

 

2. Tanggung Jawab Negara 

Terhadap Perlindungan Anak 

Pemerintah sebagai salah satu 

organ penyelenggara negara 

mempunyai tanggung jawab terhadap 

pemeliharaan dan pembinaan anak-

anak terlantar. Kewajiban dan 

tanggung Jawab Negara dan 

Pemerintah dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak dapat 

dilihat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, diantaranya : 

Pasal 21 “Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab 

menghormati dan menjamin hak asasi 

setiap anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, 

etnik, budaya dan bahasa, status 

hukum anak, urutan kelahiran anak, 

dan kondisi fisik dan/atau mental.”  

Pasal 22 “Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan dukungan sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak.”  

Pasal 23 (1) “Negara dan pemerintah 

menjamin perlindungan, 

pemeliharaan, dan kesejahteraan anak 

dengan memperhatikan hak dan 

kewajiban orang tua, wali, atau orang 

lain yang secara hukum bertanggung 

jawab terhadap anak.” (2) “Negara 

dan pemerintah mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan 

anak.”  

Pasal 24 “Negara dan pemerintah 

menjamin anak untuk 

mempergunakan haknya dalam 

menyampaikan pendapat sesuai 

dengan usia dan tingkat kecerdasan 

anak.” 

 Berdasarkan beberapa pasal 

diatas, jelas bahwa Pemerintah 

sebagai organ penyelengara negara 

harus mampu mengemban amanat 

pasal ini dan harus siap mengatasi 

segala permasalahan dengan sebuah 

strategi-stetegi dan kebijakan yang 

jitu sehingga dapat 

diimplementasikan dengan mudah. 

Tugas pemerintah adalah harus 

memberikan perlindungan dan 

pemeliharan terhadap anak terlantar 

karena ini adalah merupakan 

tanggung jawabnya. 

 Akan tetapi masalah 

perlindungan dan pemeliharaan anak 

khususnya anak terlantar, bukan 

semata-mata tanggung jawab negara 

dan pemerintah saja, melainkan 

tanggung jawab kita bersama. Pasal 

20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 

menetukan bahwa “negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, 

dan orang tua berkewajiban dan 

bertanggungjawab terhadap 

penyelengaraan perlindungan anak. 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Setiap anak berhak atas pemenuhan 

hak dan kewajibannya. Negara 

menjamin hak dan kewajiban setiap 

warga negaranya sesuai dalam 

Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, Pemerintah dalam 

hal penjaminan hak setiap Anak 

Indonesia yang sebagai Masa depan 

bangsa ini kedepan, dengan 
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mengeluarkan berbagai macam 

Peraturan Perundang-undangan untuk 

memberikan Kepastian Hukum 

terhadap seluruh Anak Indonesia. 

Pemerintah juga menyediakan 

lembaga dan instansi yang khususnya 

melindungi anak, diantaranya KPAI, 

LPSK, Dinas Sosial dan lain 

sebagainya. 

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak 

Jalanan merupakan salah satu 

Tanggung jawab Negara dengan 

langkah Melaksanakan Realisasi 

terhadap aturan yang telah 

diberlakukan di Indonesia dengan 

cara, penjaminan akan 

keberlangsungan hidup Anak 

Jalanan/Terlantar melalui pemberian 

sarana dan prasarana terhadap 

lembaga perlindungan anak, mulai 

dari Pendidikan, Kesehatan, 

Kesejahteraan Sosial serta Edukasi 

yang menjadi stimulus pendorong 

bagi setiap Anak di Indonesia. 

 

B. Saran 

1. Penulis memberikan saran 

terhadap Pemerintah dan 

Legislator untuk mengontrol 

secara langsung dan berkala 

dalam setiap pelaksanaan aturan 

yang diberlakukan untuk 

memastikan setiap penjaminan 

terhadap anak berlangsung secara 

efisien dan tepat sasaran, serta 

edukasi terhadap anak dan 

orangtua untuk meminimalisir 

perluasan jumlah anak terlantar.    

2. Penulis memberikan saran 

terhadap Pemerintah di daerah 

sebagai perpanjangan tangan 

Pemerintah Pusat untuk 

membantu menurunkan jumlah 

Anak Terlantar dengan cara 

menyediakan sarana pendidikan 

sejak dini untuk anak-anak 

terlantar dan putus sekolah 

melalui kerjasama dengan 

instrumen pendidikan yang ada 

pada daerah masing-masing serta 

memberikan Sanksi melalui 

Peraturan Daerah terhadap 

orangtua yang membiarkan 

anaknya Putus Sekolah serta 

terlantar di jalanan. 
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